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Ungkapan Pribadi :

“Karena kurang satu paku, satu tapal kuda tidak terpasang. Karena kurang satu
tapal kuda, satu kuda tidak bisa berjalan. Karena satu kuda tidak bisa berjalan,
satu pesan tidak tersampaikan. Karena satu pesan tidak tersampaikan, maka
kalah perang.”

Merupakan salah satu pepatah jepang kuno yang selalu saya pegang menjadi
pedoman hidup. Pepatah tersebut selalu-mengajarkan saya untuk menjadi orang
yang teliti dalam segala hal. Pepatah tersebut menyampaikan pesan tersirat bahwa
jika kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin berhasil melaksanakan sesuatu maka
jangan melupakan, jangan menganggap remeh hal sekecil apapun. Manusia
memang tempatnya salah dan dosa, namun bukan berarti kita mewajarkan hal
demikian untuk selalu mengulangi kesalahan yang sama.

Motto Hidup
Dunia tidak kekurangan orang baik.

Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya



ABSTRAKSI

Nama : Pujo Wahyu Saputro
NIM :202110110311287
Judul : STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN

ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DUE
PROCESS OF LAW ANTARA INDONESIA DENGAN
NEGARA AMERIKA SERIKAT

Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Korupsi sebagai tindak pidana yang peristiwanya masih sangat tinggi di
Indonesia telah mengakibatkan negara banyak mengalami kerugian yang bersifat
anggaran dan bersifat waktu. Salah satu upaya pemerintah dalam memberantas
korupsi tersebut yaitu dengan cara Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.
Adapun fokus yang diteliti dalam peneliti ini yaitu tentang Studi Perbandingan
Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Due Process of
Law Antara Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat. Permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana problematika pengaturan
perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi? 2) Bagaimana perbandingan pengaturan perampasan aset
antara Indonesia dengan Amerika Serikat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan mengkaji mengenai problematika pengaturan perampasan aset
tindak pidana korupsi yang terdapat dalam aturan positif Indonesia beserta
perbandingannya dengan Negara Amerika Serikat. Dalam penelitian ini ditemukan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Indonesia dengan Amerika.
Bahwa Indonesia masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan
yang bersifat fakultatif sedangkan Amerika sudah menerapkan sepenuhnya konsep
pengaturan perampasan aset berdasarkan UNCAC. Selain itu terdapat kelebihan
dan kekurangan pada masing-masing pengaturan - tersebut. Adapun metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif yang mana
penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan fakta hukum yang berdasarkan
norma hukum yang ada. Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu
perampasan aset di Indonesia adalah pidana tambahan yang bersifat fakultatif.
Sedangkan di Amerika sudah menerapkan Non Conviction Based, yang mana
penegakan hukumnya lebih terfokus kepada proses pengembalian asetnya
dibanding dengan pemidanaannya. Sehingga pemerintah dan lembaga legislatif
harus mengubah peraturan perampasan aset agar terharmonisasi dengan UNCAC.
Serta pemerintah harus membentuk peraturan pelaksana atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC agar dapat diterapkan secara
efektif dan komprehensif.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Due Process of Law
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ABSTRACT

Name : Pujo Wahyu Saputro
NIM :202110110311287
Title : STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN

ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DUE
PROCESS OF LAW ANTARA INDONESIA DENGAN
NEGARA AMERIKA SERIKAT

Advisor : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Corruption as a crime that is still very high in Indonesia has caused the
country to experience many losses in terms_of budget and time. One of the
government's efforts to eradicate corruption is by means of Confiscation of Asets
Proceedings of Corruption. The focus of this research is on the Comparative Study
of the Regulation of Confiscation of Corruption Asets Based on Due Process of Law
Between Indonesia and the United States. The problems discussed in this study are
1) How are the problems of regulating aset confiscation based on Law Number 20
of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the
Eradication of Corruption? 2) How is the comparison of aset confiscation
regulations between Indonesia and the United States? The purpose of this study is
to determine and examine the problems of regulating the confiscation of corruption
asets contained in positive regulations in Indonesia and their comparison with the
United States. In this study, it was found that there were significant differences
between Indonesia and America. That Indonesia still places aset confiscation as an
additional optional criminal offense, while America has fully implemented the
concept of aset confiscation regulations based on UNCAC. In addition, there are
advantages and disadvantages to each of these regulations. The research method
used in this study is normative juridical, where research is conducted by finding
legal facts based on existing legal norms. The conclusions and suggestions in this
study are that aset confiscation in Indonesia is an additional optional criminal
offense. While America has implemented Non Conviction Based, where law
enforcement is more focused on the process of returning asets than on
criminalization. So-the government and legislative institutions must change the aset
confiscation regulations to be harmonized with UNCAC. And the government must
form implementing regulations for Law Number 7 of 2006 concerning the
Ratification of UNCAC so that it can be implemented effectively and
comprehensively.

Keywords: Aset Forfeiture, Corruption, Due Process of Law
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KATA PENGANTAR

Alhamdulilahirabbil’alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta’ala
Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas
Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul
“STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DUE PROCESS OF LAW
ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT”.
Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang Nabi kita, sang
penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan
untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis
dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa tulisan dapat diselesaikan
tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan
skirpsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan
penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masimg-masing. Berbagai cobaan

datang menghampiri namun sampai detik ini penulis masih percaya bahwa ;

“Apa yang kita tanam hari ini akan kita petik dihari esok”, maka dari itu penulis
terus berusaha meski dengan tempo yang cukup lama tapi akhirnya skripsi ini dapat
terselesaikan dengan ikhtiar dan doa serta penulis, yang tentunya diikuti dengan doa
dan motivasi serta cinta dan perjuangan kedua orang tua yang selalu menemani dari
awal sampai akhir penulisan skripsi. Atas nama cinta anak kepada orang tuanya
yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan

penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak ADE
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SUDARSANTO (Ayah) dan MANI (Bunda), yang mengantarkan penulis melihat

dunia dan selalu mengajarkan bahwa ;

“Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini kalau kita mau berusaha” melihat harapan
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orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi

keilmuan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak
yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus
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1. Hari Prestiawan, S.H selaku kakak pertama yang telah menemani masa

kecil penulis hingga dengan menjadi pengganti peran seorang ayah.
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peran seorang ibu untuk menemani masa remaja penulis serta mendidik

penulis untuk selalu menjadi seorang yang berprestasi.
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